
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Kabupaten Lombok Utara

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi

Kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara (Rp.) Keterangan

Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target

2 16 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,671,379,600  

2 16 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46,979,500  

2 16 01 2.01 01
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Persentase Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
yang Seharusnya Tersedia

100 %
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

5 Dokumen

Tersedianya Dokumen
Perencanaan Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

22 Dok 29,373,500  

2 16 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Persentase Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
yang Seharusnya Tersedia

100 %

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

12 Laporan

Tersedianya Dokumen
Perencanaan Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

22 Dok 8,940,000  

2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
yang Seharusnya Tersedia

100 % Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan

Tersedianya Dokumen
Perencanaan Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

22 Dok 8,666,000  

2 16 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,583,826,105  

2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Persentase Dokumen
Pengelolaan Keuangan
Yang Seharusnya Tersedia
dan Tepat Waktu

100 %
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

23 Orang/bulan
Tersedianya Dokumen
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

45 Dok 2,477,158,505  

2 16 01 2.02 03

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Persentase Dokumen
Pengelolaan Keuangan
Yang Seharusnya Tersedia
dan Tepat Waktu

100 %

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

7 Dokumen
Tersedianya Dokumen
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

45 Dok 87,690,500  

2 16 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Persentase Dokumen
Pengelolaan Keuangan
Yang Seharusnya Tersedia
dan Tepat Waktu

100 %

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

1 Laporan
Tersedianya Dokumen
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

45 Dok 8,762,200  

2 16 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Persentase Dokumen
Pengelolaan Keuangan
Yang Seharusnya Tersedia
dan Tepat Waktu

100 %

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

14 Laporan
Tersedianya Dokumen
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

45 Dok 10,214,900  

2 16 01 2.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9,380,100  

2 16 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %
Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

1 Dokumen
Pengadministrasian Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

17 Laporan 3,346,100  

2 16 01 2.03 05

Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %

Jumlah Laporan Rekonsiliasi
dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD

16 Laporan
Pengadministrasian Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

17 Laporan 6,034,000  

2 16 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26,932,600  

2 16 01 2.05 04
Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Pelaksanaaan Sistem
Informasi Kepegawaian

1 Dokumen
Persentase Tingkat Disiplin
dan Kapasitas Aparatur
Diskominfo

90 % 8,932,600  

2 16 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

6 Orang
Persentase Tingkat Disiplin
dan Kapasitas Aparatur
Diskominfo

90 % 18,000,000  

2 16 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 158,336,195  

2 16 01 2.06 01
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

6 Paket
Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

100 % 5,460,155  

2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

10 Paket
Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

100 % 19,145,540  

2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %
Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

3 Paket
Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

100 % 31,900,500  
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2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %
Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

3 Paket
Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

100 % 10,550,000  

2 16 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

900 Dokumen
Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

100 % 6,240,000  

2 16 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

12 Laporan
Persentase Pemenuhan
Layanan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

100 % 85,040,000  

2 16 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 180,000,000  

2 16 01 2.07 02
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan

3 Unit

Pesentase Pemenuhan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Tahun
ke n

100 % 180,000,000  

2 16 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 514,985,100  

2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 % Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat 500 Laporan

Persentase Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Terpenuhi Sesuai
Kebutuhan

100 % 9,623,400  

2 16 01 2.08 02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

5 Laporan

Persentase Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Terpenuhi Sesuai
Kebutuhan

100 % 186,461,700  

2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

23 Laporan

Persentase Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Terpenuhi Sesuai
Kebutuhan

100 % 318,900,000  

2 16 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150,940,000  

2 16 01 2.09 02

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

10 Unit
Persentase Sarana dan
Prasarana dalam Kondisi
Baik dan Berfungsi

100 % 133,890,000  

2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 % Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara 12 Unit

Persentase Sarana dan
Prasarana dalam Kondisi
Baik dan Berfungsi

100 % 7,800,000  

2 16 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Persentase layanan dasar
administrasi kepegawaian,
Admisnitrasi Umum, BMD,
dan Pemeliharaan BMD
yang terpenuhi

80 %
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

2 Unit
Persentase Sarana dan
Prasarana dalam Kondisi
Baik dan Berfungsi

100 % 9,250,000  

2 16 02     PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1,105,052,600  

2 16 02 2.01   Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1,105,052,600  

2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan
Aspirasi Publik

Persentase Informasi dan
Komunikasi Publik
Terlaksana

100 %
Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring Opini dan
Aspirasi Publik

12 Dokumen

Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Yang
Diselenggarakan
Diskominfo

100 % 65,217,000  

2 16 02 2.01 03

Monitoring Informasi dan
Penetapan Agenda
Prioritas Komunikasi
Pemerintah Daerah

Persentase Informasi dan
Komunikasi Publik
Terlaksana

100 %

Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring Informasi dan
Penetapan Agenda Prioritas
Komunikasi Pemerintah
Daerah

13 Dokumen

Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Yang
Diselenggarakan
Diskominfo

100 % 26,852,000  

2 16 02 2.01 04
Pengelolaan Konten dan
Perencanaan Media
Komunikasi Publik

Persentase Informasi dan
Komunikasi Publik
Terlaksana

100 %

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Konten dan
Perencanaan Media
Komunikasi Publik

250 Dokumen

Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Yang
Diselenggarakan
Diskominfo

100 % 121,622,600  

2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media
Komunikasi Publik

Persentase Informasi dan
Komunikasi Publik
Terlaksana

100 %
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Pengelolaan
Media Komunikasi Publik

220 Dokumen

Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Yang
Diselenggarakan
Diskominfo

100 % 420,725,000  
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2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
Persentase Informasi dan
Komunikasi Publik
Terlaksana

100 % Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Informasi Publik 12 Dokumen

Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Yang
Diselenggarakan
Diskominfo

100 % 260,983,500  

2 16 02 2.01 10
Penguatan Kapasitas
Sumber Daya Komunikasi
Publik

Persentase Informasi dan
Komunikasi Publik
Terlaksana

100 %
Jumlah Sumber Daya
Komunikasi Publik yang
Meningkat Kapasitasnya

30 Orang

Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Yang
Diselenggarakan
Diskominfo

100 % 73,804,000  

2 16 02 2.01 12

Penyelenggaraan
Hubungan Masyarakat,
Media dan Kemitraan
Komunitas

Persentase Informasi dan
Komunikasi Publik
Terlaksana

100 %

Jumlah Dokumen
Kemitraan dengan
Masyarakat, Media dan
Komunitas dalam
Mendiseminasikan
Informasi Program atau
Kebijakan

50 Dokumen

Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Yang
Diselenggarakan
Diskominfo

100 % 68,128,500  

2 16 02 2.01 13

Penyediaan/Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Pendukung Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Informasi dan
Komunikasi Publik
Terlaksana

100 %

Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Informasi dan Komunikasi
Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

10 Unit

Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Yang
Diselenggarakan
Diskominfo

100 % 67,720,000  

2 16 03     PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1,732,932,300  

2 16 03 2.01   Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 355,255,900  

2 16 03 2.01 02

Penatalaksanaan dan
Pengawasan Nama Domain
dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Aplikasi
Informatika Terlaksana 85 %

Jumlah Dokumen
Penatalaksanaan dan
Pengawasan Nama Domain
dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

30 Dokumen
Persentase Pengelolaan
domain dan sub domain di
Lingkup Pemerintah Daerah

100 % 95,128,100  

2 16 03 2.01 03
Penyelenggaraan Sistem
Jaringan Intra Pemerintah
Daerah

Persentase Aplikasi
Informatika Terlaksana 85 % Jumlah Sistem Jaringan

Intra Pemerintah Daerah 30 Unit
Persentase Pengelolaan
domain dan sub domain di
Lingkup Pemerintah Daerah

100 % 260,127,800  

2 16 03 2.02   Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1,377,676,400  

2 16 03 2.02 01

Penatalaksanaan dan
Pengawasan E-government
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Aplikasi
Informatika Terlaksana 85 %

Jumlah Dokumen Hasil
Penatalaksanaan dan
Pengawasan E-Government
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

100 Dokumen
Persentase Pengelolaan e-
government di Lingkup
Pemerintah KLU Terlaksana

100 % 112,366,000  

2 16 03 2.02 02

Sinkronisasi Pengelolaan
Rencana Induk dan
Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Persentase Aplikasi
Informatika Terlaksana 85 %

Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi Pengelolaan
Rencana Induk dan
Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik

3 Dokumen
Persentase Pengelolaan e-
government di Lingkup
Pemerintah KLU Terlaksana

100 % 35,035,000  

2 16 03 2.02 04
Penyelenggaraan Sistem
Komunikasi Intra
Pemerintah Daerah

Persentase Aplikasi
Informatika Terlaksana 85 %

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Sistem
Komunikasi Intra
Pemerintah Daerah

10 Dokumen
Persentase Pengelolaan e-
government di Lingkup
Pemerintah KLU Terlaksana

100 % 108,181,800  

2 16 03 2.02 06
Koordinasi dan Sinkronisasi
Data dan Informasi
Elektronik

Persentase Aplikasi
Informatika Terlaksana 85 %

Jumlah Perangkat Daerah
yang Menerapkan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Data dan Informasi
Elektronik

1 Perangkat
Daerah

Persentase Pengelolaan e-
government di Lingkup
Pemerintah KLU Terlaksana

100 % 104,723,300  

2 16 03 2.02 07

Pengembangan Aplikasi
dan Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Persentase Aplikasi
Informatika Terlaksana 85 %

Jumlah Aplikasi dan Proses
Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang
Dikembangkan

1 Unit
Persentase Pengelolaan e-
government di Lingkup
Pemerintah KLU Terlaksana

100 % 402,910,800  

2 16 03 2.02 08
Penyelenggaraan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah

Persentase Aplikasi
Informatika Terlaksana 85 %

Jumlah Layanan Publik
yang Terhubung dengan
Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah
Daerah

8 Layanan
Persentase Pengelolaan e-
government di Lingkup
Pemerintah KLU Terlaksana

100 % 45,951,500  

2 16 03 2.02 09

Pengembangan dan
Pengelolaan Ekosistem
Kabupaten/Kota Cerdas
dan Kota Cerdas

Persentase Aplikasi
Informatika Terlaksana 85 %

Jumlah Dokumen Program
Inovasi yang
Diimplementasikan Sesuai
dengan Masterplan Smart
City

26 Dokumen
Persentase Pengelolaan e-
government di Lingkup
Pemerintah KLU Terlaksana

100 % 261,308,200  

2 16 03 2.02 10

Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah
Daerah

Persentase Aplikasi
Informatika Terlaksana 85 %

Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah
Daerah

5 Dokumen
Persentase Pengelolaan e-
government di Lingkup
Pemerintah KLU Terlaksana

100 % 208,063,000  
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2 16 03 2.02 11
Pengelolaan Government
Chief Information Officer
(GCIO)

Persentase Aplikasi
Informatika Terlaksana 85 %

Jumlah Dokumen
Pengelolaan Government
Chief Information Officer
(GCIO)

10 Dokumen
Persentase Pengelolaan e-
government di Lingkup
Pemerintah KLU Terlaksana

100 % 62,338,800  

2 16 03 2.02 12
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pengembangan
Ekosistem SPBE

Persentase Aplikasi
Informatika Terlaksana 85 %

Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Penyelenggaraan
SPBE

1 Dokumen
Persentase Pengelolaan e-
government di Lingkup
Pemerintah KLU Terlaksana

100 % 36,798,000  

2 20 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 603,508,272  

2 20 02 2.01   Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 603,508,272  

2 20 02 2.01 01

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengolahan,
Analisis dan Diseminasi
Data Statistik Sektoral

Persentase Statistik Sektoral
Terlaksana 100 %

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengolahan,
Analisis dan Diseminasi
Data Statistik Sektoral

4 Dokumen
Persentase Dokumen
Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah

100 % 190,317,000  

2 20 02 2.01 02

Peningkatan Kapasitas
SDM Pemerintah Daerah
dalam Peningkatan Mutu
Statistik Daerah yang
Terintegrasi

Persentase Statistik Sektoral
Terlaksana 100 %

Jumlah SDM yang
Meningkat Kapasitasnya
dalam Peningkatan Mutu
Statistik Daerah yang
Terintegrasi

30 Orang
Persentase Dokumen
Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah

100 % 168,920,000  

2 20 02 2.01 03 Membangun Metadata
Statistik Sektoral

Persentase Statistik Sektoral
Terlaksana 100 % Jumlah Metadata Statistik

Sektoral yang Dihimpun 6 Dokumen
Persentase Dokumen
Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah

100 % 60,890,000  

2 20 02 2.01 04
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Statistik
Sektoral

Persentase Statistik Sektoral
Terlaksana 100 %

Jumlah Perangkat Daerah
yang Mendapat Pelatihan
Statistik Sektoral dari BPS

30 Orang
Persentase Dokumen
Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah

100 % 8,435,000  

2 20 02 2.01 05 Pengembangan
Infrastruktur

Persentase Statistik Sektoral
Terlaksana 100 % Jumlah Infrastruktur

Statistik 2 Unit
Persentase Dokumen
Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah

100 % 43,000,000  

2 20 02 2.01 06 Penyelenggaraan Otorisasi
Statistik Sektoral di Daerah

Persentase Statistik Sektoral
Terlaksana 100 % Jumlah Data Statistik

Sektoral yang Dihimpun 60 Dokumen
Persentase Dokumen
Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah

100 % 131,946,272  

2 21 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 1,205,926,500  

2 21 02 2.01   Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 890,427,700  

2 21 02 2.01 01

Penetapan Kebijakan Tata
Kelola Keamanan Informasi
dan Jaring Komunikasi
Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
Yang Terlaksana Di KLU

90 %

Jumlah Kebijakan Tata
Kelola Keamanan Informasi
dan Jaring Komunikasi
Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang
Ditetapkan

Persentase perangkat
daerah yang telah
menerapkan sistem
manajemen pengamanan
informasi pada level II

1 Dokumen

30 Perangkat
Daerah

Persentase
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
Yang Terlaksana Di KLU

100 % 187,729,800  

2 21 02 2.01 02

Pelaksanaan Analisis
Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber Daya
Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
Yang Terlaksana Di KLU

90 %

Jumlah Laporan Analisis
Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber Daya
Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

70 Laporan

Persentase
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
Yang Terlaksana Di KLU

100 % 73,500,000  

2 21 02 2.01 03

Pelaksanaan Keamanan
Informasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Berbasis Elektronik dan
Non Elektronik

Persentase
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
Yang Terlaksana Di KLU

90 %

Persentase perangkat
Daerah yang telah
melaksanakan penilaian
mandiri penerapan sistem
manajemen pengamanan
informasi

26 Orang

Persentase
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
Yang Terlaksana Di KLU

100 % 283,513,500  

2 21 02 2.01 04

Penyediaan Layanan
Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
Yang Terlaksana Di KLU

90 %

Jumlah Perangkat Daerah
yang Telah Menggunakan
Layanan Keamanan
Informasi

100 Perangkat
Daerah

Persentase
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
Yang Terlaksana Di KLU

100 % 345,684,400  

2 21 02 2.02   Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 315,498,800  

2 21 02 2.02 01

Operasionalisasi Jaring
Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
Yang Terlaksana Di KLU

90 %

Jumlah Infrastruktur,
Perangkat Keras, Perangkat
Lunak dan/atau Fasilitas
Teknologi keamanan
informasi

Jumlah Kegiatan Koordinasi
dalam rangka pengamanan
informasi yang di
laksanakan

Persentase keterhubungan
perangkat daerah dalam
jaringan komunikasi sandi

3 Paket

12 Kali

50 %

Persentase Penetapan Pola
Hubungan Komunikasi
Sandi Antar Perangkat
Daerah di Kabupaten
Lombok Utara

100 % 315,498,800  

TOTAL 8,318,799,272  


